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ABSTRAK

Beredarnya produk impor di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan lokal tentunya
memerlukan pengawasan. Produk impor yang masuk ke Indonesia harus
menggunakan informasi yang jelas dan benar salah satunya keterangan label bahasa
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Huruf J. Adanya ketidakjelasan informasi
dari sebuah produk, maka diperlukan pengawasan oleh BPOM agar meminimalisir
beredarnya produk impor yang tidak menggunakan keterangan komposisi produk
menggunakan label bahasa Indonesia sesuai standar yang berlaku. Adapun rumusan
masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan
produk impor yang tidak berlabel Indonesia? (2) Bagaimanakah perlindungan
hukum secara tidak langsung bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak
berlabel Bahasa Indonesia? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BPOM
terhadap produk yang tidak berlabel Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang dipakai adalah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi,
dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak berlabel
bahasa Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan sebelum beredar (pos
market) dan setelah beredar (pre market). (2) Bentuk perlindungan yang diberikan
kepada konsumen adalah adanya payung hukum sesuai Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 8 huruf j ayat (1). (3)
Upaya yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak menggunakan
label bahasa Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan Insitusi lain.

Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, Perlindungan, Konsumen, Pelaku Usaha
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kerugian yang sering diterima oleh konsumen adalah
beredarnya produk barang yang tidak dilengkapi keterangan, informasi dan
petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha juga
dilarang memproduksi dan memperdegangkan barang dan jasa yang tidak
memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang,
ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Mengacu pada
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Munculnya Undang-Undang Pelindungan Konsumen karena tidak
adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan posisi konsumen menjadi
lemah. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan betapa
pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan Konsumen
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen selanjutnya disebut UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan
atau/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kegiatan



bisnis yang sehat. Keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan
dampak dari bisnis yang sehat.!

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportir barang dan atau/jasa
untuk diperdagangan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam
Bahasa Indonesia. Pemberian mencantumkan label dalam bahasa Indonesia oleh
importir bersifat wajib jika di perdagangkan di Indonesia. Jika dilihat dari
pengertian label dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
(selanjutnya disebut Permendag) Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 1 angka
5 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang
menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk
tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi
tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang
disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada
barang, tercetak pada barang, dan/ atau merupakan bagian kemasan barang.

Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 7 mengatur pelaku
usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat
informasisecara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan
Konsumen. Pasal lanjutan yaitu pada Pasal 10 yang mengatur tentang impor,
produsen, importir, atau pedagang pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik penarikan barang
dari peredaran dilakukan atas perintah Menteri. Barang dari peredaran dan

dilarang memperdagangkan Barang dimaksud Menteri memberikan mandat

Dr. Abd. Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV. Sah Media,
Makassar, him. 4.



penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal
yang menangani bidang perlindungan konsumen, biaya penarikan barang dari
peredaran dibebankan kepada produsen, importir, atau pedagang pengumpul.
Sebagaimana diubah dengan Permendag No. 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang
Kewajiaban Pencantuman Label dalam Bahasa Indosnesia Pada Barang.

Adapun kewajiban pencantuman label dalam dan/atau pada kemasan
pangan ditulis atau dicetak secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti
masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang
Pangan Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta memuat paling sedikit keterangan
mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan
alamat pihak yang memproduksi atau mengimportir, halal bagi yang
diprasyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun
kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, asal usul bahan pangan
tertentu.

Faktor yang penting dalam memberikan perlindungan konsumen yaitu
melalui peraturan Perundang-Undangan, hal ini diperlukan pertimbangan yang
matang. Perlindungan konsumen dalam penggunaan barang impor yang berasal
dari luar negeri yang masih menjadi masalah. Hal ini terjadi karena lemahnya
pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia masih menjadi hal yang
serius bagi pemerintah. Walaupun sudah ada pengaturannya akan tetapi fakta

yang di lapangan konsumen masih dirugikan.?

2Tri Setiadi, Jurnal Yustitia, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Vol.3, him. 2.



Indonesia salah satu negara yang terlibat dalam aktivitas impor maupun
ekspor dengan negara lain. Kebutuhan impor barang dan jasa semakin
meningkat dikarenakan kebutuhan konsumen Indonesia tidak dapat dipenuhi
oleh produsen dalam negeri, disamping itu, juga kualitas produk impor di
pandang masyarakat mempunyai kualitas yang tinggi.®

Hal ini menjadikan satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen
karena kebutuhan konsumen dapat terpenuhi akan produk yang diinginkan. Di
lain sisi, fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen menjadi tidak seimbang karena produk yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan manusia semakin lama akan beragam sehingga
timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi suatu produk serta daya
tanggap konsumen sebagai akibat tidak dicantumkannya informasi dengan benar
menggunakan bahasa Indonesia.*

Produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi
yang jelas dan benar. Hal ini sangat diperlukan agar konsumen mempunyai
gambaran yang jelas mengenai informasi suatu produk. Informasi ini dapat
disampaikan dengan cara salah satunya dengan mencantumkan label pada
kemasan. Informasi pada label kemasan produk sangat diperlukan bagi
masyarakat agar konsumen dapat secara tepat dapat menentukan pilihan produk
sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, informasi yang

diperlukan konsumen terhadap barang dan jasa yang paling berpengaruh adalah

3 Irma Nurhayati, “Jurnal Mimbar Hukum”, Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahanan Impor dalam Mewujudkan
Perlindungan Konsumen, volume 21. him. 34.

4 Adrian Sutedi, 2006, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
Ghalia Indonesia, Bogor, him.2.



informasi yang sumbernya dari pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau
label tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi lainnya.®

Perkembangan impor di Indonesia harus terus diawasi, produk dari luar
negeri dapat dengan mudah keluar masuk sehingga pengawasan lemah maka dari
itu konsumenlah yang dirugikan. Aspek perlindungan konsumen di Indonesia
harus diawasi secara ketat karena produk impor semakin maraknya masuk di
Indonesia. Pentingnya pengawasan karena dengan adanya pengawasan terhadap
kegiatan dari pelaku usaha tentunya dengan harapan produk yang dihasilkan
aman dan nyaman bagi konsumen.®

Sebelumnya penulis sudah melakukan pra penelitian ke toko, swalayan,
supermarket, apotik, dll yang ada di Kota Padang faktanya banyak sekali produk
impor yang tidak mencantumkan keterangan berlabel bahasa Indonesia pada
produk. hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pelaku usaha mengabaikan
persoalan etika, moral, agama, dan juga peraturan perundang-undangan.’

Sesuai surat keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan
tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada
label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus
menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, Huruf Latin. Produk
impor yang tidak berlabel Indonesia tidak hanya di pangan saja tetapi juga ada
di obat-obatan, kosmetik, produk testil, dan lainnya. Masih banyaknya

ditemukan produk impor yang tidak menggunakan keterangan label bahasa

5 Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafik,
Jakarta, him. 71.

6 Ibid, him. 4

" Ibid, him. 7



Indonesia di pasaran seperti swalayan, toko yang ada di Kota Padang maka dari
itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul
“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK

BERLABEL INDONESIA.”

. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak berlabel
bahasa Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum secara tidak langsung bagi konsumen
terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BPOM terhadap produk yang

tidak berlabel bahasa Indonesia?

. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak
berlabel bahasa Indonesia?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk
impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pihak BPOM terhadap

produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang
digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan
penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta mengamati dan mendapatkan data yang diperlukan
dari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, dan dengan penelitian
dilapangan inilah penulis mendapatkan data primer untuk menjawab
permasalahan yang diteliti.®

2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder, yaitu:

a) Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keadaan nyata yang
terjadi dalam masyarakat. Data primer berupa hasil wawancara yang
diperoleh dari informan yaitu Bapak Rio Mardion (selaku staf Pengawas
Farmasi Makanan Ahli Muda Substansi Infokom) Badan POM Kota
Padang

b) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah
ada. Data ini bersifat membantu untuk melengkapi dan memperjelas

mengenai data primer. Data sekunder diantaranya adalah peraturan

8 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him.
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perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya yang
berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi:
1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

¢) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

d) Peraturan  Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun
2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa
Indonesia Pada Barang.

f) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018
Pasal 7 Tentang label pangan olahan.

2) Bahan hukum sekunder:
a) Buku-buku
b) Dokumen
¢) Jurnal dan artikel
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan



Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustakaan
yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi,
publikasi dan hasil penelitian.®

b. Observasi
Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Toko yang
berada di Kota Padang.

c. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan

dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan bapak Rio Mardion,
selaku staf pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Subtansi Infokom.
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta
akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang
dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan
Pengawasan BPOM Terhadap Komposisi Produk Impor yang Tidak
Berlabel Indonesia Di Kota Padang.*®

d. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode kualitatif. Metode kualitatif artinya perolehan data yang sudah
didapatkan oleh peneliti akan diuraikan kedalam kalimat berbentuk
penjelasan terkait data, dan data akan disimpulkan berdasarkan rumusan

masalah yang terdapat pada penelitian ini.!!

%Ibid, him. 107

10 Elisabeth Nurhaini B, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung.

11 Bambang Sungono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 112,






